SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 39 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 40 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

Menimbang

TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara
Nomor 40 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur
Nomor 29 Tahun 2023 telah ditetapkan Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023;

bahwa berdasarkan Bab II huruf D angka 4 huruf a
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan
bahwa belanja tidak terduga digunakan untuk
menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat
termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat
diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan
pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun
sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat

direncanakan sebelumnya;



0.

bahwa berdasarkan Bab II huruf D angka 4 huruf k
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan
bahwa tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk
mendanai keperluan mendesak dilakukan melalui
pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga kepada
belanja SKPD/Unit SKPD yang membidangi;

bahwa berdasarkan Bab VI huruf D angka 1 huruf h
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan
bahwa pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang
menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan
sebelum perubahan APBD melalui ketetapan Kepala
Daerah dengan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD.
Kondisi tertentu tersebut dapat berupa kondisi mendesak
atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat
nasional atau daerah;

bahwa berdasarkan Bab VI huruf D angka 1 huruf i
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan
bahwa jika pergeseran tersebut dilakukan sebelum
perubahan APBD, pergeseran/perubahan anggaran
ditampung dalam Perda perubahan APBD. Jika
pergeseran tersebut dilakukan setelah perubahan APBD,
dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran;

bahwa berdasarkan surat Sekretaris Daerah Provinsi
Sumatera Utara Nomor 900.1.1/10019 hal Perubahan
Kelima Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor
40 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Tahun
Anggaran 2023;
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g.

—

-3-

bahwa berdasarkan usulan dari beberapa Perangkat
Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera
Utara untuk melakukan pergeseran anggaran antar
organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub
kegiatan, antar kelompok belanja, antar jenis belanja,
antar obyek belanja, antar rincian obyek belanja, uraian
rincian obyek belanja dalam jenis belanja yang sama,
pada anggaran belanja Perangkat Daerah di lingkungan
Pemerintah  Provinsi Sumatera Utara, Peraturan
Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu
diubah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d,
huruf e, huruf f, dan huruf g, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kelima Atas
Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 40 Tahun
2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun
Anggaran 2023;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4400);
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Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6864);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
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11.

12.

13.

14.

15.
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Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah  Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai
Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6624);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
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16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);

17. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera
Utara Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 64);

18. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran
Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 Nomor 9);

19. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2022 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Sumatera
Utara Tahun 2022 Nomor 42) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur
Sumatera Utara Nomor 29 Tahun 2023 tentang
Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur Sumatera
Utara Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara

Tahun 2023 Nomor 30).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KELIMA
ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR
40 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI
SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2023.



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sumatera

Utara Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara

Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Sumatera

Utara Tahun 2022 Nomor 42), yang telah beberapa kali

diubah dengan Peraturan Gubernur:

a. Nomor 5 Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Sumatera

Utara Tahun 2023 Nomor 5);

b. Nomor 13 Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Sumatera
Utara Tahun 2023 Nomor 13);
c. Nomor 25 Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Sumatera

Utara Tahun 2023 Nomor 26);

d. Nomor 29 Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Sumatera

Utara Tahun 2023 Nomor 30);

diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 11 diubah, sehingga

berbunyi sebagai berikut :

(1)

(2)

(3)

Pasal 11
Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
10 huruf a direncanakan sebesar
Rp.7.913.369.880.544,00, yang terdiri atas:
a. belanja pegawai;
b. belanja barang dan jasa;
c. belanja hibah;
d. belanja bantuan sosial.
Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a direncanakan sebesar
Rp.3.571.413.675.702,00.
Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar

Rp.2.407.815.643.285,00.



(4)

()
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Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf C direncanakan sebesar
Rp.1.910.588.961.557,00.

Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d  direncanakan = sebesar
Rp.23.551.600.000,00.

Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) ayat (5), dan

ayat (6) Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai

berikut :

(1)

(2)

Pasal 13

Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b

direncanakan sebesar Rp.2.407.815.643.285,00,

yang terdiri atas:

a. belanja barang sebesar Rp.636.098.378.267,00;

b. belanja jasa sebesar Rp.1.163.308.821.804,00;

c. belanja pemeliharaan sebesar
Rp.147.821.821.057,00;

d. belanja perjalanan dinas sebesar
Rp.349.877.696.786,00;

e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan
kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat
sebesar Rp.63.121.836.600,00;

f. belanja barang dan jasa BLUD sebesar
Rp.47.587.088.771,00;

Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar

Rp.636.098.378.267,00, yang terdiri atas :

a. belanja barang pakai habis sebesar
Rp.636.052.156.787,00; dan

b. belanja barang tak habis pakai sebesar

Rp.46.221.480,00;
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(3) Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud pada

(4)

ayat (1) huruf b direncanakan sebesar

Rp.1.163.308.821.804,00, yang terdiri atas :

a. belanja jasa kantor sebesar
Rp.655.407.153.793,00;

b. belanja iuran  jaminan/asuransi sebesar
Rp.232.161.413.070,00;

c. belanja sewa tanah sebesar Rp.3.451.500.000,00;

d. belanja sewa peralatan dan mesin sebesar
Rp.84.751.114.332,00;

e. belanja sewa gedung dan bangunan sebesar
Rp.37.401.535.652,00;

f. belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi sebesar
Rp.17.400.000,00

g. belanja sewa aset tetap lainnya sebesar
Rp.615.900.000,00;

h. belanja jasa konsultansi konstruksi sebesar
Rp.102.443.192.195,00;

i. belanja jasa konsultansi non konstruksi sebesar
Rp.3.184.984.926,00;

j- belanja beasiswa pendidikan PNS sebesar
Rp.1.201.250.000,00;

k. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan
teknis serta pendidikan dan pelatihan sebesar
Rp.29.448.068.662,00; dan

l. belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas
pemungutan pajak daerah sebesar
Rp.13.225.309.174,00;

Anggaran  belanja  pemeliharaan  sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar

Rp.147.821.821.057,00, yang terdiri atas:

a. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin
sebesar Rp.34.703.747.370,00;

b. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan
sebesar Rp.82.719.678.843,00;

c. Dbelanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi
sebesar Rp.30.315.394.844,00; dan
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d. belanja pemeliharaan aset tetap lainnya sebesar
Rp.83.000.000,00;

(5) Anggaran belanja perjalanan dinas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan

sebesar Rp.349.877.696.786,00, yang terdiri atas:

a. belanja perjalanan dinas dalam negeri sebesar
Rp.339.253.116.786,00;

b. belanja perjalanan dinas luar negeri sebesar

Rp.10.624.580.000,00;

(6) Anggaran belanja wuang dan/atau jasa untuk

(7)

diberikan kepada pihak ketiga/pihak

lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf e direncanakan sebesar

Rp.63.121.836.600,00, yang terdiri atas :

a. belanja uang yang diberikan kepada pihak
ketiga/pihak lain/masyarakat sebesar
Rp.58.660.336.600,00;

b. belanja jasa yang diberikan kepada pihak
ketiga/pihak lain/masyarakat sebesar
Rp.4.461.500.000,00;

Anggaran belanja barang dan jasa BLUD

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f

direncanakan sebesar Rp.47.587.088.771,00, terdiri

atas belanja barang dan jasa BLUD.

Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut :

Pasal 18

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 10 huruf ¢ direncanakan sebesar

Rp.67.910.819.505,00, yang terdiri atas belanja tidak

terduga.



11 -

Pasal I
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera

Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 11 Agustus 2023
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

EDY RAHMAYADI

Diundangkan di Medan

pada tanggal 11 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,
ttd

ARIEF S. TRINUGROHO
BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2023 NOMOR 40

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

Korsle 15

DWI ARIES SUDARTO
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19710413 199603 1 002




